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ABSTRAK 

 

Tesis yang berjudul Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Restitusi Pada 

Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014, bertujuan: Pertama, Untuk mengetahui bentuk perlindungan atas 

pemenuhan hak restitusi anak korban kejahatan seksual menurut undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014; Kedua, Untuk memahami prosedur yang harus dilalui 

anak korban kejahatan seksual dalam memperoleh restitusi, berikut factor yang 

mendukung maupun yang menghambat. 

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode 

penelitian metode penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian fokus untuk 

mengkaji dan melihat penerapan aturan, kaidah atau norma hukum positif.  

Penyusunan dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan 

bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (sebagai bahan hukum 

yang utama) serta bahan hukum sekunder berupa .literatur-literatur, karya ilmiah 

hukum, bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, sumber bacaan dan data dari 

internet, serta dokumen hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus umum 

untuk memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang relevan dengan 

pembahasan selama penyusunan penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Secara tekstual 

UU Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan dan jaminan hak 

restitusi yang dibutuhkan oleh anak korban kejahatan seksual. Namun sifat dari 

perlindungan hukum pada hakikatnya adalah aktif dan progresif, mengikuti 

perkembangan sosial masyarakat yang juga selalu dinamis. Perlindungan tidak 

hanya pada terciptanya hukum secara tekstual tetapi juga bagaimana teks-teks 

hukum tersebut dijalankan sebagaimana fungsi hukum yang juga berkaitan dengan 

bekerjanya perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum juga menekankan 

pada pihak-pihak yang harus melindungi anak, itu berarti ketika terjadi kekerasan 

seksual seharusnya pihak-pihak yang diberi amanah dalam UU tersebut 

mempertanggung jawabkan kelalaian yang menyebabkan anak menjadi korban 

kekerasan seksual. Kedua: Adanya prosedur untuk memperoleh restitusi ternyata 

tidak serta membuat anak korban kejahatan seksual meperoleh hak restisusi. Yang 

juga menjadi hambatan dalam memperoleh keadilan adalah tidak adanya juklak 

dan juknis pada aparat penegak hukum terutama di kepolisian dan kejaksaan 

untuk melaksanakan pemenuhan hak restitusi pada anak korban kejahatan seksual 

sebagai dasar permohonan maupun gugatan, karena selama ini masih menunggu 

permintaan atau permohonan dari pihak korban. Layanan LPSK untuk korban 

selama ini masih bersifat pasif dan terbatas di 25 ibu kota propinsi, sehingga tidak 

mudah dijangkau oleh korban. Sedangkan LPSK adalah lembaga yang memiliki 

potensi besar dalam menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban kekersan 

seksual memperoleh hak pemulihan secara maksimal dalam mendampingi korban 

memperjuangkan hak restitusinya. 

 

Kata Kunci: hak restitusi; anak; korban kejahatan seksual 
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ABSTRACT 

 

The thesis, entitled Protection of the Fulfillment of the Right to Restitution 

for Children Victims of Sexual Crimes based on Law Number 35 of 2014, aims to: 

First, to find out the form of protection for the fulfillment of the rights of 

restitution for children of victims of sexual crimes according to Law Number 35 of 

2014; Second, to understand the procedures that must be passed by child victims 

of sexual crimes in obtaining restitution, along with the supporting and hindering 

factors. 

The research method used in this thesis uses a normative juridical 

research method. That is, research focuses on examining and seeing the 

application of positive legal rules, rules or norms. The preparation is done by 

collecting data sources using primary legal materials, namely statutory 

regulations (as the main legal material) and secondary legal materials in the form 

of .literatures, legal scientific works, scientific theoretical reading materials, 

reading sources and data from internet, as well as tertiary legal documents such 

as legal dictionaries and general dictionaries to provide explanations of concepts 

relevant to the discussion during the preparation of this research. 

Based on the results of the study, it can be concluded: First: Textually the 

Child Protection Act has provided protection and guarantees for the right of 

restitution needed by child victims of sexual crimes. However, the nature of legal 

protection is essentially active and progressive, following the social development 

of society which is also always dynamic. Protection is not only in the creation of 

textual laws but also how these legal texts are carried out as well as legal 

functions which are also related to the operation of legal instruments. Legal 

protection also emphasizes the parties who must protect children, which means 

that when sexual violence occurs, the parties mandated in the law should be held 

accountable for negligence that causes children to become victims of sexual 

violence. Second: The existence of a procedure to obtain restitution does not 

mean that children who are victims of sexual crimes have the right to restitution. 

What also becomes an obstacle in obtaining justice is the absence of technical 

guidelines and technical guidelines for law enforcement officers, especially in the 

police and prosecutors to carry out the fulfillment of the right of restitution for 

children who are victims of sexual crimes as the basis for requests or lawsuits, 

because so far they are still waiting for requests or requests from the victims. 

LPSK's services for victims are still passive and limited in 25 provincial capitals, 

so they are not easily accessible to victims. Meanwhile, LPSK is an institution that 

has great potential in rescuing children who are victims of sexual violence to 

obtain maximum recovery rights in assisting victims in fighting for their right to 

restitution. 

 

Keywords: right of restitution; child; victims of sexual crimes 

 

 


